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1.1  Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial karena manusia membutuhkan manusia
lain dalam melangsungkan kehidupannya. Kemampuan manusia yang terbatas
menyebabkan mereka membutuhkan kemampuan manusia lain agar kebutuhannya
dapat terpenuhi. Hal inilah yang menyebabkan manusia melakukan pertukaran,
yaitu transaksi jual-beli. Jika membahas mengenai transaksi jual-beli, maka tidak
dapat lepas dari penjual dan pembeli. Dalam transaksi jual-beli, sering kali pembeli
sebagai konsumen dirugikan. Kerugian yang dialami oleh konsumen dapat
disebabkan oleh faktor diri sendiri maupun pelaku usaha yang tidak bertanggung
jawab. Faktor diri sendiri dapat diakibatkan dari kurangnya kepedulian, kesadaran,
pengetahuan, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya
sendiri. Faktor dari pelaku usaha diakibatkan tidak-adanya tanggung jawab dari
pelaku usaha itu sendiri-dalam-melakukan-transaksi jual-beli. Oleh karena itu,
dibutuhkan suatu peraturan-untuk-melindungi konsumen dengan memperhatikan
juga kepentingan pelaku usaha.

Di Indonesia, peraturan mengenai Perlindungan Konsumen diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU
Perlindungan Konsumen”). UU Perlindungan Konsumen ini memiliki ketentuan
bahwa undang-undang yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen

tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga kita



harus memperhatikan juga peraturan lainnya.! Sebelum diundangkannya UU
Perlindungan Konsumen, pergerakan perlindungan konsumen berawal pada tahun
1972 dari adanya suatu gelanggang promosi yang diberi nama Pekan Swakarya
yang tidak hanya mendapatkan tanggapan positif, tetapi juga tanggapan negatif,
terutama dari kalangan pers yang menyatakan bahwa promosi hasil industri juga
harus dibarengi dengan pengawasan barang, sehingga tetap terjamin mutunya.?

Lalu pada tahun 1973, dibentuk suatu wadah yang diberi nama Yayasan
Lembaga Konsumen (YLK). YLK bertujuan untuk melindungi kepentingan
masyarakat konsumen terhadap mutu barang produksi dalam negeri.® Setelah YLK
dibentuk, diadakan Pekan Swakarya Il di mana maksud dan tujuannya lebih
diarahkan kepada bimbingan terhadap masyarakat agar menjadi konsumen yang
baik dan terjamin kepentingannya.

Pada tahun 1976, lembaga YLK diubah menjadi Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKH.*Y LKImemiliki 3 (tiga) bidang untuk pemberdayaan
konsumen, ketiga bidang tersebut adalah-bidang-pengaduan dan advokasi, bidang
penerbitan, dan yang terakhir adalah bidang pendidikan. Y LKI memiliki beberapa
cabang di berbagai provinsi dan memiliki pengaruh yang cukup besar, hal ini
dikarenakan YLKI didukung olen media massa.® Keberadaan YLKI sangat

membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai
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konsumen.® Lembaga ini tidak hanya melakukan penelitian atau pengajuan,
penerbitan, serta menerima pengaduan, tetapi sekaligus juga mengadakan upaya
hukum langsung melalui jalur pengadilan.” Pada tahun 1981, YLKI telah
merumuskan 4 (empat) hak konsumen, yaitu hak keamanan, hak informasi, hak
memilih, dan hak atas lingkungan hidup.®

Seperti yang disebutkan sebelumnya, peraturan mengenai perlindungan
konsumen yang berlaku hingga saat ini adalah peraturan yang diundangkan pada
tahun 1999. Peraturan ini dianggap kurang efektif lagi dalam menyelesaikan
masalah-masalah yang timbul seiring berkembangnya zaman. Salah satu contoh
permasalahan yang ada pada saat ini, yang tidak diatur dalam UU Perlindungan
Konsumen adalah perlindungan konsumen terhadap - perdagangan elektronik
khususnya melalui electronic commerce platform.

Beberapa tahun ke belakang, teknologi berkembang dengan pesat.
Perkembangan ini memungkinkan —berlangsungnya  transaksi jual-beli antara
penjual dan pembeli tanpa-perlu bertatap—muka, hal ini dinamakan dengan
transaksi/perdagangan elektronik. Transaksi elektronik atau electronic commerce
(e-commerce) adalah transaksi yang dilakukan secara elektronik dengan
menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya yang

merupakan perbuatan hukum.® E-commerce dapat melibatkan transfer dana
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elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan
sistem pengumpulan data otomatis.

Beberapa e-commerce platform ternama yang digunakan oleh masyarakat
Indonesia adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan yang lainnya. Melalui e-
commerce platform ini, terjadi perjanjian jual-beli secara elektronik yang disebut
dengan istilah kontrak elektronik. Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik
adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Unsur-unsur
kontrak elektronik sendiri diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dalam transaksi elektronik, transaksi lebih sering menggunakan perjanjian
baku.!! Klausula baku adalah setiap peraturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang
telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha
yang dituangkan dalam suatu-dokumen dan/atau. perjanjian yang mengikat dan
wajib dipenuhi oleh konsumen.'? Klausula -baku dalam transaksi elektronik
mendatangkan keuntungan yang lebih besar kepada pelaku usaha. Di sisi lain,
klausula baku dapat merugikan konsumen. Hal ini diakibatkan karena isi perjanjian
yang ditentukan secara sepihak.

E-commerce platform menawarkan berbagai kebutuhan untuk masyarakat.

Kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan
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kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok. Hal-hal yang
termasuk dalam kebutuhan pokok adalah sandang, pangan dan papan. Kebutuhan
sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan primer.
Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang dapat terpenuhi dengan
mengkonsumsi barang-barang mewah.

Kosmetik perawatan kulit merupakan salah satu kebutuhan sekunder yang
dibutuhkan oleh manusia. Kosmetik tidak hanya digunakan untuk mempercantik
penampilan, tetapi juga bertujuan untuk merawat kesehatan kulit. Kata kosmetik
sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kosmetiké tekhne, yang berarti teknik
berpakaian dan berhias.®® Menurut Food and Drug Administration (FDA) di
Amerika, kosmetik adalah produk yang ‘digunakan pada tubuh manusia untuk
mempercantik, mengubah penampilan tanpa mempengaruhi fungsi atau struktur
tubuh, membersihkan atau mempromosikan daya tarik.'*

Walaupun kosmetik diperuntukkan bagi kaum perempuan dan kaum pria,
namun tidak dapat dipungkiri—jika ‘kosmetik lebih identik dikaitkan dengan
perempuan. Hal ini-karena perempuan cenderung lebih-memperhatikan penampilan
mereka. Kebanyakan perempuan selalu ingin tampil cantik dan menarik. Oleh
karena itu, tidak heran jika para perempuan rela mengeluarkan uang untuk
melakukan perawatan kulit ke klinik kecantikan, maupun membeli kosmetik

perawatan kulit.
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Seiring berkembangnya zaman, maka kosmetik pun ikut berkembang. Pada
zaman dulu, wajah putih menjadi standar di berbagai kebudayaan.™® Wajah putih
dulunya hanya dapat diraih dengan menggunakan bedak.*® Namun, pada saat ini,
banyak kosmetik perawatan kulit yang dapat menghasilkan wajah putih tanpa perlu
menggunakan bedak lagi. Hingga saat ini, banyak kosmetik yang beredar dengan
berbagai jenis merek, manfaat yang ditawarkan, serta-harga yang beragam pula.

Peredaran kosmetik perawatan kulit tidak hanya ditawarkan secara langsung
melalui toko-toko yang ada di pusat perberlanjaan, tetapi juga beredar secara online
melalui media sosial ataupun e-commerce platform. Setiap perempuan tentu saja
ingin tampil cantik namun tidak semua perempuan memiliki kemampuan ekonomi
yang sama, sehingga tidak semua perempuan dapat membeli kosmetik perawatan
kulit yang terpercaya yang terkadang ditawarkan dengan harga yang cenderung
lebih mahal. Karena hal inilah, ada saja pelaku usaha yang menjual kosmetik
perawatan Kulit dengan harga yang- tergolong rendah dan menjanjikan sejuta
manfaat akan kosmetik yang-dijual tanpa memperhatikan keamanan bahan yang
digunakan serta tidak-memiliki-izin-edar. Terlebih’lagi para perempuan Indonesia
yang cenderung menginginkan hasil yang cepat, akan tetapi kurangnya kesadaran
akan hak-hak mereka sebagai konsumen.

Berbagai barang ditawarkan oleh penjual melalui e-commerce platform
Shopee, dari peralatan rumah tangga, pakaian, dan juga kosmetik perawatan wajah.

Tidak jarang kosmetik perawatan kulit yang beredar di Shopee tersebut tidak
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memiliki izin edar. Kosmetik perawatan kulit itu juga tidak memiliki informasi
yang jelas mengenai bahan atau komposisi yang ada dalam kosmetik perawatan
kulit itu. Para pelaku usaha tersebut hanya mengandalkan iklan dan promosi yang
mendorong konsumen untuk membeli serta menggunakan produk tersebut.

Pelaku usaha sering menjanjikan hal-hal, seperti wajah akan lebih putih
hanya dalam sekali pemakaian saja, dan hal ini dipercaya dengn mudahnya oleh
calon konsumen. Salah satu contoh kosmetik perawatan kulit yang tidak memiliki
izin edar di Shopee adalah Krim Pemutih Wajah Farma.. Penjual kosmetik
perawatan kulit'ini tidak memberikan informasi mengenai kandungan yang ada
dalam krim' tersebut dan juga tidak memiliki -izin edar. Karena tidak adanya
informasi mengenai kandungan yang ada dalam kosmetik perawatan wajah tersebut

dan juga tidak adanya izin edar, maka keamanan konsumen tidak terjamin.
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Gambar 1.1 Kosmetik Perawatan Kulit Tanpa Izin Edar di Shopee

Proses transaksi jual-beli produk kosmetik perawatan kulit tanpa izin edar
itu melalui e-commerce platform, maka pihak yang terikat tidak hanya penjual dan

pembeli saja, tetapi juga penyedia e-commerce platform tersebut. Shopee memiliki



“Daftar Barang yang Dilarang dan Dibatasi”.}” Dalam daftar tersebut disebutkan
barang-barang yang dilarang dan dibatasi untuk diperdagangkan melalui Shopee.
Pada tahun 2016, Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan peraturan
tentang batasan dan tanggung jawab penyedia platform dan pedagang e-commerce
yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Penjual
(Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic. Commerce) yang
Berbentuk User Generated Content.

Izin edar kosmetik diberikan oleh Menteri Kesehatan dalam bentuk
notifikasi dan notifikasi kosmetik tersebut dilakukan oleh Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM). BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan: di bidang pengawasan obat dan
makanan.’® Tugas BPOM sendiri, yaitu untuk menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan (terdiri atas terdiri atas obat,
bahan obat, obat tradisional,psikotropika, “zat -adiktif, narkotika, prekursor,
kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan -olahan) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.'® Secara singkat, BPOM memiliki tugas untuk
melakukan pengawasan terhadap beredarnya obat dan makanan, hal ini termasuk

kosmetik.
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Izin edar kosmetik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika (“Permenkes
1176/20107). Dalam Permenkes 1176/2010 dijelaskan bahwa Notifikasi dilakukan
sebelum kosmetika beredar oleh pemohon kepada Kepala BPOM. Dalam Peraturan
Kepala BPOM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan
Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa kosmetik termasuk dalam kategori sediaan
farmasi dan tidak dapat beredar tanpa adanya izin edar. Peraturan lainnya yang juga
mengatur tentang kosmetik adalah Peraturan Kepala BPOM Nomor
HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan
Notifikasi Kosmetika, menyatakan bahwa kosmetik yang diedarkan di wilayah
Indonesia harus memiliki penandaan yang berisi informasi yang objektif, lengkap,
dan tidak menyesatkan.

Salah satu contoh kasus-beredarnya kosmetik tanpa izin edar terjadi di
Makassar, Sulawesi Selatan. BPOM menggeledah rumah’yang berdasarkan laporan
masyarakat rumah-sekitar, rumah tersebut merupakan tempat produksi bahan-bahan
kosmetik.?° Dari penggeledahan tersebut, BPOM Makassar menemukan kosmetik
dari berbagai merek yang diduga palsu dan tidak terdaftar. Kosmetik-kosmetik
tidak hanya diedarkan di wilayah Sulawesi Selatan, tetapi juga diedarkan melalui

media sosial.?

20 Ibnu Munsir, “Geledah Rumah di Makassar, BPOM Temukan Kosmetik Tanpa lIzin Edar”,
<https://news.detik.com/berita/d-4599691/geledah-rumah-di-makassar-bpom-temukan-kosmetik-
tanpa-izin-edar>, diakses 17 September 2019
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Izin edar merupakan hal yang sangat penting dan harus diperoleh oleh
pelaku usaha sebelum mengedarkan kosmetik kepada konsumen. lzin edar
diperlukan agar kualitas barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada
konsumen dapat terjamin keamanannya. Konsumen dapat dirugikan apabila pelaku
usaha menjual kosmetik perawatan kulit yang tidak ada izin edar dan tidak ada
informasi yang jelas mengenai komposisi produk dapat merugikan konsumen.
Adanya informasi yang jelas merupakan salah satu hak konsumen yang diatur
dalam UU Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka Penulis tertarik
untuk menganalisa tentang perlindungan konsumen khususnya yang melakukan
transaksi melalui salah satu e-commerce ‘platform yaitu Shopee dengan judul
“Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Perawatan

Kulit Tanpa lIzin Edar di Salah Satu E-Commerce Platform (Shopee)”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar—belakang yang telah Penulis uraikan, maka rumusan

masalah yang akan diangkat-dalam-penelitian-ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran
kosmetik perawatan kulit tanpa izin edar di salah satu e-commerce platform
(Shopee)?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku peredaran dan penyedia e-
commerce platform dalam peredaran kosmetik perawatan kulit tanpa izin

edar di salah satu e-commerce platform (Shopee)?
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1.3 Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka

tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisa perlindungan hukum bagi konsumen
terhadap peredaran kosmetik perawatan kulit tanpa izin edar di salah satu e-
commerce platform (Shopee).

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku peredaran dan penyedia e-
commerce platform dalam peredaran kosmetik perawatan kulit tanpa izin

edar di salah satu e-commerce platform (Shopee).

1.4  Manfaat Penelitian
Dengan melakukan penilitian ini, Penulis berharap dapat memberikan

manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis: melalui penelitian ini, Penulis mengharapkan dapat
memberikan pengetahuan- dan ' pemahaman ~mengenai perlindungan
konsumen;baikuntuk -mahasiswa Fakultas  Hukum  Universitas Pelita
Harapan maupun masyarakat.

2. Manfaat Praktis: hasil dari pembahasan penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan pertimbangan dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai

perlindungan konsumen.
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1.5  Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 5 bab yang berisikan
sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN

Bab ini terbagi atas 5 (lima) sub bab, yaitu sub bab pertama Latar Belakang
Masalah yang membahas mengenai latar belakang dari pokok permasalahan, yaitu
mengenai peredaran kosmetik perawatan kulit tanpa izin edar yang beredar dalam
salah satu e-commerce platform (Shopee). Selanjutnya sub bab kedua berisikan
Rumusan Masalah, sub bab ketiga membahas mengenai Tujuan Penelitian ini, sub
bab keempat membahas mengenai Manfaat Penelitian ini dari sisi teoritis dan sisi
praktis, dan sub bab kelima membahas mengenai Sistematika Penulisan.
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdapat 2 (dua) sub bab yaitu Landasan Teori dan Landasan
Konseptual. Dalam sub bab Landasan Teori, Penulis.menguraikan pengertian dan
teori mengenai perlindungan konsumen dan.kesmetik. Dalam sub bab Landasan
Konseptual, Penulis menguraikan-pengertian-dan teori mengenai e-commerce
platform.
BAB Il METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini terdapat 5 (lima) sub bab, yaitu Jenis Penelitian, Jenis Data,

Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan, dan Sifat Analisis.
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, Penulis menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap
konsumen dalam kosmetik perawatan kulit tanpa izin edar yang beredar secara
online dalam e-commerce platform (Shopee). Pembahasan yang kedua adalah
mengenai tanggung jawab pelaku peredaran dan penyedia e-commerce platform
dalam peredaran kosmetik perawatan kulit tanpa izin edar di salah satu e-commerce
platform (Shopee).
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, Penulis menguraikan kesimpulan sebagai jawaban atas

rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini dan saran.
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